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1.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa, maka perlu mengatur tentang
Tatacara Pencalonan, Penetapan Calon dan Kampanye
Calon Kepala Desa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lombok Tengah tentang Tatacara Pencalonan,
Penetapan Calon dan Kampanye Calon Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepald Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penyelenggaran Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENCALONAN,
PENETAPAN CALON DAN KAMPANYE CALON KEPALA

DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten;

Desa adalah Desa definitif yang melaksanakan pemilihan
Kepala Desa,;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara
demokratis;

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil dari
Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang
diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan
wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya
Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa;

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota
yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten
adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa;

Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia
yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan
Kepala Desa;

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang
telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon
yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

Surat Keterangan Penduduk adalah Surat Keterangan
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bahwa penduduk tersebut sudah
melakukan Perekaman E-KTP atau sudah terdaftar
dalam Data Base Kependudukan;

Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa;
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17.

18.

19.

20,

Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa;

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapatkan dukungan;

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir yang
selanjutnya disingkat DPT Pemilu terakhir adalah DPT
Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir.

Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENDAFTARAN CALON
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 2

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.
C.

Warga Negara Republik Indonesia;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahunl945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan  paling rendah tamat  sekolah
menengah pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

sehat jasmani dan rohani;

tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak
secara berturut-turut;

bebas narkoba; dan

m. menyerahkan dokumen dukungan pemilih paling

sedikit 12 % (dua belas per seratus) dari DPT Pemilu
terakhir yang  dibuktikan dengan dokumen
kependudukan yang sah.

(2) Yang dimaksud dengan selama 3 (tiga) kali masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3
(tiga) kali dilantik sebagai kepala desa.
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(3) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi
Republik Indonesia (POLRI) yang mencalonkan diri sebagai
calon Kepala Desa berlaku ketentuan yang ada di lingkup
TNI/POLRI.

(4) Bagi Anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai
calon Kepala Desa, yang bersangkutan mengajukan cuti
sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan
calon terpilih.

(5) Bagi Penjabat Kepala Desa, yang akan mencalonkan diri
sebagai Calon Kepala Desa, yang Dbersangkutan
mengundurkan diri sebagai Penjabat kepala desa sejak
ditetapkan sebagai calon kepala desa.

(6) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon
Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan
diri sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dibuktikan dengan :

a. Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk
yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah,;

b. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6.000 (enam ribu
rupiah) berisi :

1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;

2. Surat Pernyataan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. Fotocopy Ijazah/Pengganti [jazah Pendidikan Terakhir
yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan:

1. a) Pengesahan/Legalisir Ijazah pada jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun
2014 tentang Pengesahan Fotokopi
ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat
Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar dan Penertiban Surat Pengganti
[jazah Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah

b) Pengesahan/Legalisir Ijazah pada jenjang
Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengesahan = Fotokopi  Ijazah, Fotokopi
Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan
Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan
Penertiban Surat Keterangan Pengganti
Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan
Tinggi |

d. Fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
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Lombok Tengah;

e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala
Desa bermaterai 6.000;

f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman
pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;

g. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum  tetap  karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih dari Pengadilan Negeri setempat;

h. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan
Negeri setempat;

i. Surat Keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit
Pemerintah dan Surat keterangan sehat rohani dari
Rumah Sakit Jiwa;

j- Surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut oleh
Camat wilayah besangkutan; dan

k. Surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi yang
berwenang.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

calon Kepala Desa harus melampirkan kelengkapan

persyaratan sebagai berikut :

a. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon;

b. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari
kepolisian resort Lombok Tengah;

c. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar hardcopy dan softcopy.

Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1) huruf m diberikan oleh pemilih kepada 1 (satu)

orang bakal calon.

Pemilih yang dapat memberikan dukungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah Pemilih yang terdaftar

dalam DPT Pemilu Terakhir yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat keterangan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon
Pasal 4

Panitia pemilihan mengumumkan pembukaan

pendaftaran calon kepala desa selama 3 (tiga) hari.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencantumkan :

a. Waktu pendaftaran dimulai dari pukul. 08.00 s/d
16.00 wita; dan

b. Tempat pendaftaran di Kantor Desa setempat.

Pendaftaran calon kepala desa dilaksanakan selama 9

(sembilan) hari sejak pengumuman.

Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang
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(5)

(1)
(2)

(5)
(6)

(7)

(1)

(1)

mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran atau penjaringan
bakal calon tahap kedua selama 20 (dua puluh) hari.
Dalam hal setelah perpanjangan masa penjaringan bakal
calon selama 20 (dua puluh) hari masih tetap
menghasilkan 1 (satu) orang bakal calon, maka proses
pemilihan Kepala Desa dihentikan dan akan dilaksanakan
pemilihan Kepala Desa pada jadwal pemilihan Kepala
Desa serentak gelombang berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 5
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penjaringan selesai,
Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan.
Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan
administrasi dan verifikasi persyaratan dukungan, serta
penetapan dan pengumuman nama calon.

Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari
masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan
administrasi, panitia pemilihan dapat melakukan
klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Tatacara verifikasi persyaratan dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan
Bupati.

Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 5 (lima) orang.

Kegiatan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal verifikasi persyaratan dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat kekeliruan, diberikan
kesempatan kepada bakal calon untuk memperbaiki
persyaratan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 6

Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak
5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan
bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) lebih dari 5
(lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan Kkriteria pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

Kreteria Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 7
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) kurang dar‘i‘\
7



2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa pada jadwal pemilihan Kepala Desa serentak
gelombang berikutnya.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati
mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri
Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 8

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak
5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan
bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dalam
rapat pleno terbuka

(2) Panitia pemilihan melakukan pengundian nomor urut
Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam rapat pleno terbuka

(3) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihadiri oleh para calon.

(4) Bagi calon yang tidak hadir dalam pengundian nomor
urut, calon kepala desa wajib menunjuk perwakilan
dengan surat mandat tertulis.

(5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan
disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita
acara penetapan calon kepala desa.

(6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan
pengumuman ditempat-tempat yang strategis tentang
nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak tanggal ditetapkan.

(7) Panitia pemilihan menyampaikan keputusan tentang
penetapan calon kepala desa kepada BPD sebagai bahan
laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
bersifat final dan mengikat.

(9) Calon yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan

Pasal 9

(1) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, terdapat calon yang meninggal
dunia sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon maka
berlaku Pasal 7 ayat (2)

(2) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, terdapat calon yang meninggal
dunia, sehingga hanya terdapat 2 (dua) calon atau lebih,
maka gambar atau foto calon tersebut ditutup dengan
kertas putih polos oleh panitia.

BAB III
KAMPANYE
Pasal 10

(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dengan
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(3)

(1)
(2)

)

Keputusan Bupati.
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta
bertanggung jawab.

Pasal 11

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu
masa jabatan kepala desa

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program
yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi

Pasal 12

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui :

(1)

(2)

pertemuan terbatas;

tatap muka;

dialog;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum,;
pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho,
stiker, pamflet, umbul-umbul di tempat Kampanye dan
di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan

Pasal 13
Pelaksana Kampanye dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon dan/atau Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau

masyarakat;

mengganggu ketertiban umum;

mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan  penggunaan = kekerasan = kepada

seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau

Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
Kampanye Calon,;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan
tempat pendidikan,;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau
atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut
Calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta Kampanye.

Pelaksana Kampanye dalam  kegiatan Kampanye
dilarang mengikutsertakan :

a. kepala desa;
b. perangkat desa; R
9
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c. anggota badan permusyaratan desa.

Pasal 14

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai
sanksi: '

a. peringatan  tertulis apabila pelaksana Kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau' disuatu wilayah yang dapat
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 15

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.

(2) Selama hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk
kampanye :

(3) Dalam masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau Panitia
Pemilihan melakukan penertiban/pencopotan tanda
gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.

(4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
| Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa
Pasal 16
(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi
cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah
desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban Kepala Desa.

(4) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) lowong, maka tugas dan tanggung jawab kepala
desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari unsur
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan

selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
L
10



(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 18

(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian.

(2) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Badan kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah

(3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa,
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya
selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya
sebagai pegawai negeri sipil.

(4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak
mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan
lainnya yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,

pada tanggal 2% Agril 2618

Pl/z. BUPATI LOMBOK TENGAH, '
P

'\/
/ LALU|PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Lombok Tengah
NOMOR
TANGGAL

TENTANG : Tatacara Pencalonan, Penetapan Calon dan Kampanye
Calon Kepala Desa

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat
pendidikan, usia

A. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan
1. Lembaga Pemerintahan Desa
a. Kurang dari 5 (lima) Tahun, memperoleh skor 1;

b. 5 (lima) Tahun sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun,
memperoleh skor 2;

c. Lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 3.
2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa
a. Kurang dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 1;

b. 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun,
memperoleh skor 2;

c. Lebih dari 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 3.
B. Jenjang pendidikan
1. SMP dan/atau Sederajat, memperoleh skor 1;
SMA dan/atau Sederajat, memperoleh skor 2;
Diploma I, memperoleh skor 3;
Diploma II, memperoleh skor 4;
Diploma III, memperoleh skor 5;

Diploma IV dan Strata I, memperoleh skor 6;

N o s wN

Strata II dan seterusnya, memperoleh skor 7.
8
C. Usia

1. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan kurang dari 40
(empat puluh) tahun, memperoleh skor 1;

2. 40 (empat puluh) tahun sampai dengan dari 50 (lima puluh)
tahun, memperoleh skor 3;

3. Lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 2.

?t.BUPA’I‘I LOMBOK TENGAH, 7/
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[ Model BB.1 ]
Pilkades
SURAT PERNYATAAN
(BAKAL CALON KEPALA DESA)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:
a. Nama Dmanew s S TR AR T S e o ek A AT SRS

NIK e mim e S S e SV SRS e in e R
Jenis Kelamin RS s T S e e e R S S SR S

Pekerjaan o R —————.

¢ BP o

Tempat dan tanggal
Lahir/umur T L T ! [— tahun
f. Alamat tempat tnggal  ...ooiiiiiiiii e ane

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:
A. UMUM

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala Desa .......cccoceveniuninnnnn 3
Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dengan
melampirkan Surat Keterangan dari Bupati;

5. tidak memiliki konflik kepentingan dengan panitia pemilihan, yaitu sebagai
suami istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung
menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi.

B. KHUSUS%)

1. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota DPR/DPD/DPRD*)
bahwa saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dengan melampirkan
surat ijin dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan
Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*)

2. memberitahukan pencalonan saya selaku;

a. Anggota Tentara Nasional Indonesia,

b. Kepolisian Negara Repubiik Indonesia, atau

c. Pegawai Negeri Sipil

d. Pegawai BUMN/BUMD

bahwa saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa kepada
pimpinan/atasan/pembina kepegawaian, dengan melampirkan surat ijin

dari Pejabat yang berwenang*)



3. mengundurkan diri sebagai:

a. Badan Permusyawaratan Desa

b. Penjabat Kepala Desa

Sejak ditetapkan sebagai calon dengan melampirkan surat pengunduran

diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.
Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa*)

Materai
6000

......................................................

Heterangam:
*) beri tanda [ v | pada kotak yang tersedia jika sesuai.

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH _L
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[ Model BB.2 J
Pilkades
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

A. Data Pribadi

Nama Lengkap
Tempat/Tanggal Lahir
NIK

Usia

Alamat Tempat Tinggal

. E-mail
Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin /Pernah Kawin *)
Agama
NPWP

Hobi

Mote Hidup

B. Riwayat Hidup *¥*)

Pendidikan Formal
Jenjang Institusi Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal
Jenjang Institusi Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan Institusi Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan Institusi Tahun

E. Publikasi *¥)

Judul Tahun Terbit




F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan Institusi Tahun

G. Keluarga

HUBUNGAN NAMA PEKERJAAN

KELUARGA
Istri/Suami
Jumliah Anak
Anak

wie-

Ayah
Thu
Jumiah Saudara

Kandung
Saudara Kandung

0 s

dst ....

Ayah Mertua
Ibu Mertua
Menantua

dst ....

Ipar

dst....

Paman

dst ....

Eibi

Lo Ll o oo R g L Lt bl ] o

H. Laini=Ia@ill  coovicimsssiaiosissieemmssmnssmmtsssns s skiin s v svid Snss v sis sun goes s5s rinssannns

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

-------------------- geetsssnsrssassssrsstsssnnnnuns

Yang Membuat pernyataan,
Bakal Calon Kepala Desa *)

Materai
6.000

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
**) dimulai dari tahun yang lebih awal.

Plt. B}JPATI LOMBOK TENGAHi
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Model B
Pilkades
SURAT PENCALONAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Tengah , bersama ini kami:
1. Nama Bakal Calon Kepala Desa

..........................................................................................................

Mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa ........occvvvienininininnnn.
Dengan keseluruhan jumlah pendukung..........ccccocviiiiiiiiiiienreennennenes orang
lrarsnamind %) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir Desa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa.
Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan
Bakal Calon Kepala Desa, dan dilampiri dengan daftar dukungan, Rekapitulasi
jumlah dukungan dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-undang dan

Peraturan Daerah.

................ B R T R )

Calon Kepala Desa

Materai
6000

PIt%BUPATI LOMBOK TENGAH L
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Model TT.1-
Pilkades

TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

Bahwa pada hari ini  .....cccceveennen.. tanggal ............ Bulan osssapeeesied tahun 20...,
telah diterima dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa atas nama :

1. Nama bakal Calon Kepala Desa:

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan Sofifile yang akan diperiksa dan
akan dicatat dalam lampiran tanda terima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

sebagaimana terlampir :

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

PI?UPATI LOMBOK TENGAH Z

~S
/ LALU THUIL BAHRI




Model TT.2 -
Pilkades

TANDA TERIMA DOKUMEN PEREAIKAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

Bahwa pada hari ini ......cccoeveneenen tanggal ............ bulan .....cccccviiienens tahun 20...,
telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon Kepala atas nama :

1. Nama Bakal calon Kepala Desa:

....................................................................................................................

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan Sofifile yang akan diperiksa dan
akan dicatat dalam lampiran tanda terima dokumen perbaikan Bakal Calon Kepala

Desa sebagaimana terlampir :

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

?. BUPATI LOMBOK TENGAH 7
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Lampiran Model
TT.1-Pilkades

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA*)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

. Identitas Bakal Calon Kepala Desa :

.
Nama e e R S SRR R S

Alamat

.........................................

Nomor Telp

.........................................

. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

HAarl =0 E mesesesesssseesesassnesyussessi s5es

Tanggal
Waktu

-----------------------------------------

-----------------------------------------

A. Syarat Dukungan

instansi lain, antara lain:

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN
DOKUMEN
KETER
NO JENIS DOKUMEN ' TIDAK
TIDAK | MEMENUHI ANGAN
ADA MEMENUHI
ADA SYARAT
SYARAT
1., Rekapitulasi Dukungan Bakal
Calon
2. Surat Pencalonan
3. | Surat Pernyataan Dukungan
i 4. | Rekapitulasi Jumlah
i Dukungan
B. Syarat Calon
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN !
DOKUMEN KETER
NO JENIS DOKUMEN TIDAK ANGAN
TIDAK | MEMENUHI
ADA ADA SYARAT MEMENUHI
SYARAT
1. Surat Pernyataan
2. Daftar Riwayat Hidup
3. | g :
otocopy ljazah
4. | Dokumen yang diterbitkan

a. Surat Keterangan Barbadan
Sehat dari RSUD Praya

b. Surat keterangan bebas
Narkoba dari Rumah Sakit
Jiwa dan BNN




c. Surat Keterangan Sehat
Rohani dari Rumah Sakit
Jiwa

d. Surat Keterangan tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap karean melakukan
tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, dan 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani
pidana penjara dari
Pengadilan Negeri

e. Surat Keterangan tidak
dicabut hak pilinhnya
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap dari Pengadilan Negeri

f. Surat Keterangan tidak sedang
menjalani hukuman pidana
penjara dari Pengadilan Negeri

g. Surat keterangan dari Bupati
bahwa tidak pernah menjadi
Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan

h. Surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) asli dari
kepolisian resor Kabupaten
Lombok Tengah

Naskah Visi, Misi dan Program
Bakal Calon

Daftar nama tim kampanye

Fotocopy KTP yang dilegalisir
Dinas Dukcapil

Fotocopy Akte kelahiran yang
dilegalisir Dinas Dukcapil

10.

Surat Keterangan bertempat
tinggal paling kurang 1 tahun
sebelum pendaftara dari Kepala
Desa

1ds

Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanya 4
lembar dalam bentuk soft copy

‘| dan hard copy

12,

Apabila calon adalah anggota
DPR/DPD/DPRD :

a. Surat Jjin dari pimpinan
DPR/DPD/DPRD

134

Apabila calon adalah anggota
TNI, Kepolisian, Pegawai
BUMN/BUMD

a. surat ijin dari Pejabat yang
berwenang (tergantung
peraturan di kesatuan
masing-masing)

14.

Apabila calon PNS

a. Fotokopi surat ijin dari
pejabat pembina kepegawaian

15

Apabila calon adalah anggota
Panitia Pemilihan. Melampirkan
Surat Keputusan Pemberhentian
dari BPD,




Panitia pemilihan Kepala Desa

NO

NAMA

JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

£
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BAKAL CALON KEPALA DESA¥)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018

[

TT.2-Pilkades

Lampiran Modeq

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Identitas Bakal Calon Kepala Desa :

C.

Nama
Alamat

Nomor Telp

Hari
Tanggal
Waktu

Syarat Dukungan

. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

NO

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN
DOKUMEN

JENIS DOKUMEN

ADA

TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

KETERA
NGAN

Rekapitulasi Dukungan Bakal
Calon

Surat Pencalonan

Surat Pernyataan Dukungan

Rekapitulasi
Dukungan

Jumlah

D.

Syarat Calon

NO

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN
DOKUMEN

TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

KETERA
NGAN

Surat Pernyataan

Daftar Riwayat Hidup

Fotocopy ljazah

Dokumen
instansi lain, antara lain:

yang diterbitkan

1.

Surat Keterangan Barbadan
Sehat dari RSUD Praya

3

Surat keterangan bebas
Narkoba dari Rumah Sakit
Jiwa dan BNN

Surat Keterangan Sehat
Rohani dari Rumah Sakit




Jiwa

l. Surat Keterangan tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap karean = melakukan
tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, dan 5 (lima) tahun
setelah  selesai menjalani
pidana penjara dari
Pengadilan Negeri

m. Surat Keterangan tidak
dicabut hak pilinhnya
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap dari Pengadilan Negeri

n. Surat Keterangan tidak
sedang menjalani hukuman
pidana penjara dari
Pengadilan Negeri

c. Surat keterangan dari Bupati
bahwa tidak pernah menjadi
Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan

p. Surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) asli dari
kepolisian resor Kabupaten
lombok tengah

Naskah Visi, Misi dan Program
Bakal Calon

Daftar nama tim kampanye

Fotocopy KTP yang dilegalisir
Dinas Dukcapil

Fotocopy Akte kelahiran yang
dilegalisir Dinas Dukcapil

10.

Surat Keterangan  bertempat
tinggal paling kurang 1 tahun
sebelum pendaftara dari Kepala
Desa

11.

Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanya 4
lembar dalam bentuk soft copy
dan hard copy

Apabila calon adalah anggota
DPR/DPD/DPRD :

b. Surat ljin dari pimpinan
DPR/DPD/DPRD

13.

Apabila calon adalah anggota
TNI, Kepolisian, Pegawai
BUMN/BUMD

b. surat ijin dari Pejabat yang
berwenang (tergantung
peraturan di kesatuan
masing-masing)

14.

Apabila calon PNS

b. Fotokopi surat ijin dari
pejabat pembina kepegawaian

15

Apabila calon adalah anggota
Panitia Pemilihan. Melampirkan
Surat Keputusan Pemberhentian
dari BPD.




Panitia pemilihan Kepala Desa

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua

2. Sekretaris

3. Anggota

4. Anggota

S. Anggota

/
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